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ABSTRAK 

Penelitian ini di latar belakangi karena proses pelaksanaan pemungutan 

pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan yang di atur 

di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. Hal 

ini dapat dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung 

tidak pernah mencapai target dari yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah 

pada setiap tahun nya. Selain itu rendah nya kesadaran dari para wajib pajak untuk 

membayarkan pajak sarang burung walet nya juga menjadi salah satu penyebab dari 

tidak pernah tercapainya target dari penerimaan pajak sarang burung walet setiap 

tahun nya. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1.) Bagaimanakah 

pelaksanaan pemungutan pajak arang burung walet di kabupaten Sijunjung 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten 

Sijunjung. 2.) Apakah faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

sarang burung walet di kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 

Tentang Pajak Daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji bagaimana bekerjanya 

hukum di dalam masyarakat, yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada 

aparatur dari badan keuangan dan aset daerah (BKAD) di bagian pajak daerah, 

pengusaha sarang burung walet di kabupaten Sijunjung. Dari penelitian yang 

dilakukan penulis dapat di lihat bahwa 1.) pelaksanaan pemungutan pajak sarang 

burung walet di Kabupaten Sijunjung belum berjalan dengan optimal hal ini dapat 

dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet tidak pernah mencapai target 

setiap tahun nya. Bahwa pajak sarang burung walet ini merupakan salah satu jenis 

pajak yang seharusnya di daftarkan, di laporkan, dan di bayarkan sendiri oleh para 

wajib pajak nya. Namun yang terjadi di lapangan karena kurang nya kesadaran dari 

para wajib pajak sarang burung walet ini, sehingga tidak ada dari pada wajib pajak 

yang mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya. 

Sehingga aparatur dari BKAD harus melakukan penjemputan pajak sarang burung 

walet ke tempat wajib pajak tersebut. 2.) Faktor penghambat di dalam pemungutan 

pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, karena rendahnya kesadaran 

dari para wajib pajak sarang burung walet untuk melaporkan, dan membayarkan 

pajak sarang burung walet nya, serta kurangnya jumlah staff dari dinas BKAD 

untuk melakukan pengawasan serta penagihan pajak sarang burung walet. 
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